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PETUNJUK PELAKSAilAAN
RETRIEUSI PEI{GEI{D'LIAI{ IUEIIIARA TELEIKOMUNII(ASI

DENGAfi RAH&T/ilT TUI{AN YANG fifiAl]tA ESA

Menimbang . dl.

BUFATI I{ATINGN{'

bahwa dalamr. rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang

luas, nyata d*n beitanggung jawab di Kabupaten Katingan,
perlu dilrkrk,att penyesuaian serta' petunjuk pelaksanaan
ierhadap Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

bahr.va denga.:n cliberlakukannya undang-undang Nomor 28
Tahun 2oog tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimana diatur daiam Peraturan Daerah Nomor L4

Tahun 2011 llentang R.etribusi Jas,ir umum, perlu disusun
dalam suatu lletunjuk pelaksanaan;

bahwa untuk memenuhi maksud hurruf a dan b diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

Undang-UndangNomor36Tahun1999tentang
Telekoiunika.si (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
Lggg Nomor 154, Tambahan Lem"baran Negara Republik
Indonesia Nolinor 388 1);

Undang-undatrg Nomor 5 Tahun 2oa2 tentang Pembentukan

Kabuplten .Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten

Suke*ara, Kabupiten Lamandau, I(abupaten Gunung Mas,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupal-en Murung Raya, dan

Kabupaten Barit; Timur di Prcrvirrsi Kalimantan Tengah

(Lem6aran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO2 Nomor 18

iambahan Lennbaran Neg .a Republik Indonesia Nomor 4180 );

undang-undang Nomor 32 Tahun 2AO2 tentang Penyiaran

(Lembaran Nr:gira Republik indonesia Tahun 2OO2 Nomor

i3g, t.*bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a252ll;

Und.ang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO4 Nomor l2sJambahan Lembaran Negara

Republik Indo,nesia Nornor 44371 seb,agaimana telah beberapa

b.

Mengingat
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kali diubah, terakhir dengal unctang-undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kerlua Atas undang-undang
Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indone,sia Tahun 2008 Nomor

b9, Tambaharilembaian Negara Republik Indonesia Nomor

4844\"

undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan ,Retnbusi Daerah (Lenibatan Negara Republik
indonesia Tahun 2OO9 Nornor 130, 'lambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun ZOIL tentang

Pembentukan Peraturan Perundarrg-undangan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82'
Tairbatran Lr:rnbaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a);

peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OA7 tentang
Pembagian rlJrusan Pemerintaha:n antara Femerintah,
Pemeriitahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Klrta (Lembaran Nega'ra ngnubll!.- Indonesia
Tahun 2OO7 irlomor 82 Tambajrarr Nr:gara Republik Indonesia
Nomor 4737\;

Peraturan Dan:rah Nomor 3 Tahun j2008 tentang Pembagian

Urusan Peme::intaharl yang menjad'i Kewenangan Pemerintah

Kabupaten Kzrtingan (iembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2008 Nlomor 3);

g. Peraturan Da.erah Nomor I Tal.uLn 2011 tentang Pajak

Daerah (Lemtraran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011

Nomor 8);

Peraturan Dar:rah Nomor 14 Tahun. 20L1 tentang Retribusi
Jasa umr-rm (,Lembaran Daerah Kabrupaten Katingan Tahun
2O1l Nomor 1'4);

Peraturan lylenteri Komunikasi dan Informatika Nomor

01/P/M,Komirrfo/I/2005 tanSgal ll April 2005 tentang
susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi
dan informatiir,ia;

Peraturan Mr:nteri Komunikasi dan Informatika Nomor
03 I P/ M.K ominfo / 5 / 2oO5 tentang Penyesuaian Kata Sebutan
pada Beberap,ia Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan

Vrr,.g Mengaftrr tvtateri Muatan Khttsus di Bidang Pos dan
Telekomunikasi;

peraturan Menteri Perhubungan Nornor KM.IO Tahun 2OO5

tentang Sertifi.kasi Alat Dan Perangka.t Telekomunikasi;

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukur:n Daerah'
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Menetapkan :

MEMUTUSI(AI{ t

PERATURAN BT]"PATI I(ATINGAN ITEI{TAI{G PETUITJUK
PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGITHDALIAff MET{ARA
TTLEKOMUNII{A$II

BAB I
KETEI{TUAIT UMU:M

Pasal I

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

(1) Pemerintah D;aerah adalah Bupati beserta Perangkat l)aerah
di Daerah.

()\
(3)

sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan
Br-rpati adalah Bupati Katingan.
Dinas Perhutrungan, Komunikasi dan Informatika adalah
Dinas yang menyelenggarakan sebagian urusan
pernerintahan Daerah, dibidang Perhubungan, Komunikasi
dan Informatilca.
Peraturan Burpati adalah Peraturan Perundang-undangan
yang dibentuk. oleh Dewan Persiakilafi Ralry.at Daerah dengan
persetujuan br::rsama Kepala Daerah/ Bupati.
Tower adalah bangunan yang berfuLngsi sebagai penunjang
jaringan telekomunikasi ang desair:r/bentuk konstruksinya
disesuaikan diengan keper-luan jaringan teLekomunikasi.
Telekomunikasi adala}. setiap pemancaran, pengirirnan dan
atau penerimaan dari setiap informi,isi dalam bentuk tanda-
tanda, isyara'i-, tulisan, gambar, suara, dan buiryi meialui
sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik
lainnya.

(7\ Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang
digunakan dai.am bertelekomunikasi.

t8) Penyiaran adrilah kegiatan pemancrarluasan siaran melalui
Sarana pegta.flLCsfan dan sarala transmisi di darat, dilaut
atau diantarilsa dengan menggunakan spektrum frekuensi
radio rnelalui .udara, kabel atau merrlia lainnya untuk dapat
diterima secaria Serentak dan bersanlaan masyarakat dengern
perangkat pen.,erima siaran.

(9) Perangkat T'elekomunikasi adalal. sekelompok alat
telekomunikas;i yang memungkinkan bertelekomunikasi.

(10) Menara Teiekiomunikasi dan Penyiraran adalah bangunein
yang bert"ungsri sebagai penunjang .jaringan telekomunikasi
dan wilayah layanan penyiatan yang desain/bentuk
konstruksinyar. disesuaikan dengan keperluan jaringan
telekomunikasi dan wilayah layanan penyiaran {obstruction).

{11) Menteri adalah Menteri yang ruai-ng lingkup tugas dan
tanggung jawaLbnya dibidang telekom unikasi dan penyiaran'

{12) Direktur Jerrderal adalah Direktur Jenderal Pos dan
Telekomunikasi.

BAB II

STRUKTUR IUENARA/ TOWER T!)LEKOMUInKASI
DAIT PEITTIARA!$T

Pasal 2

Menara Telekomurr.ikasi dan Penyiaran dapat didirikan di atas
permukaan tanah rnaupun pada bagian brirngunan/gedung'

(4)

(s)

{6)



(1)

(2i

(3)

(4)

Pasal 3

Pendirian men.ara telekomunikasi dan penyiaran wajib

memperhitunglran kekuatan dan keslabilan yang berkaitan

dengan:
a. Pondasi;
b. pembebanar-:n; rlan
c. struktur.
Perhitungarrkekuatandankestabilar:.pond'asisebagaimana
dimaksud padei "*'t'l 

huruf a mengacu Plda SNI.O3-2847-

lgg2 tentang f'"tlt"* penghitungan struktur beton untuk

bangunan gedr:ng'

Perhitungan kekuatan dan ke:stabilan pembebanan

sebagaimana a,imaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada

SNf 
" O3-L72",/-1989 tentang Tiatacara Perencanaan

Pembebanan untuk Rumah dan Gedung'

Perhitunganke.kuatandankestabilarrstruktursebagaimana
dimaksud padar 

"V"t tit 
huruf c mengacu pafa SNI 03-1729-

2OA2 tentang 'f"L iu'ta Perencanaarr Struktur Baja untuk

Bangunan Gedung'

BAB III

MEr[attA/TOWER TttEKo]Multrrtasr
DAH PEITYIARAI{ BBRI$ATIA

Pasal 4

Menara/Tower teletrcomunikasi dan penyia'ran {apat berupa:

a. Menara ,""gg,-1, "p;bila 
digun-akin untuk penempatarr satu

antena ataullebilr, oreh satu penyelenggara telekomunikasi

atau PenYiaran;
b. Menara U"rJ,*", apabila digunakan untuk penempatan

beberapa ;ien" d'ari beberapa penyelenggara

telekomunikas;i dan PenYiaran'

Pasal 5

DalamupayamerninimalkanjumlahfiIenaratelekomunikasi,
para operator Jrang l.gngajukan 

pembangunan menara

telekomunikasi baru, diharuskan ulenyiaplian konstruksi

menara telekomunikasi yang memerruhi syarat dijadikan

menara telekoraunikasi bersama'

Pasal 6

Menaratelekomun..ikasiyangtelahadaftlksisting)apabilasecara
teknis *"*rrrrgki"f*;, f'u** digunakaln secara bersama-sama

lebih dari satu ;;;;;t atau dijadikan menara teleko;nunikasi

bersama.
Pasal 7

(U Penggunaan ll{enara Telekomunikasi dan Penyiaran bersanna

diiarang *.;,il;;lkan interferensi antar sistem jaringan'

(2t Setiap pengtluna Menara Telekonrrunikasi dan Penyiaran

bersama ,;f,il"i*ana dimatcsud p;ieda ayat (1) *ijr saling

berkoordinasidalam hal apabila terjadi suatu masalah'



(1)

{21

Pasal 8

Beban maksimal untuk menara bersanra

perhitungan stnrktur menara'

Isolasi antar pcmancar merupakan

antenna Pemancar Yaitu 30 dB atau

antena minimal 3 meter'

BAB TV

I(ETEI{TTUAI{ PENDIRTAN }I IBNARA

'Pasal 9

SetiappendirianMenaradilarangpadaderrerah.daerah/kawasan
yang:
it 

-^- 
rtart Pend udul'r / Daerah. Pemukiman;

iti Dekat dengan areal Pendidikan;

igi Daerah Perkant':rran rian

(4) Jaringan suT#'iE"r"ran Udara Tegangan Tinsgi )'

BAB V

I(ETENTUAI{II PENDIRIAN MENAN'fL DI SEI(ITAfr'

SANDAIT: UOAXE DAN CAGATi!, BUDAYA

Pasal 1O

(1)Setiappendirianmenaratelekomunitri:asidanpenyiarandi
kawasan kesrelamatan oferasi . p:"",tbangan wajib

men<lapatf..o-''t=ftomendasiclariDideriPerhubunganUdara
atau Pijabat Yatrg ditunjuk'

Ql Kawasan keseliramatan operasi pener''bangan sebagaimana
\-' 

Jitt"r.".ra pada ayat (1) meliputi:
a. Kawasan d;i sekitar bandar udara;

b. x"-.t t al ""Ll'"t 
aiat bantu navigasi penerbangan'

Pasal l1

Dalamhalpen<lirianmenaratelekorn:unikasidanpenyiaran
berada di kavrasan situs cagar lludaya dan kawasan

nariwisata, u*rt*L fite,.afa ht"'= disesuaikan dengan

ffi;;;;;;' e s tL tika lingkungan kawasetn setempat'

Ketentuan estetika lingkungan sebag'rimana dimaksud pada

ayat (f ) diatur r:rleh instansi yang berurenang'

BAB VI

RII,DIASI KOMUNII{ASI RADIO

Pasal 12

Ketentuan batasan maksimum radiasi selama pemancar

L".op.r..i adaiah s'ebagai berikut :

a. Di kawasan ternPat umum;

Rentang
frekuensi

tidak boleh melebihi

batas aman antar
dengan jarak antar

(1)

{2\)
a

Power
DensitY

[w/m2)

Magnetic Field
Strength (A/m)

ln-{ --cl.los i 1

,Dlectric Field
S,trength (V/m)

0.1- 3 MHz

e - gooo tuH,
60 U,'2U

40 0.10 +
3 - 300 GHz



b. Di kawasan rumah tinggal dan rumah sakit'

Rentang
frekuensi

O:IMH;3oo
GHz

Electric Field
Strength (V/m)

Magnetic Field
Strength {a/m)

Power
Densit5r

f{r im2\
6 0.016 0.10

3MHz-
300 GHz

BAB VII

SARAilA PENDUIfl'NG MENARA TELEKONfiUHTKASI
DAN PENYIARAI{

Pasal L3

(1) Sarana pendukung Menara /Tower Telekomunikasi dan

PenYiaran ierdiri dari :

a. Grounding c!'an Penangkal Petir' mr:iiputi :

1. O.*i,i tergantung kondisi alam setempat (tanah);

2. Intensitas petir yang berbeda s'etiap tempat;

3. S-furuf' perangttat harrrs 'rlisambungkan ' untuk

mendaPzrt ekiPotensial;
4. .i*itg"" tistrik harus ada arrester' trafo isolator'

b. Catu DaYa, meliPuti:
i. 22O 1280 VAC;
2. Catu daYa cadangan

noise re,rluction)'
berupa UPS, Genset (standar

{2\ Aviationobstr'uctionLightdanAviationobstruction
frf*f.l"g sesuai dengan ketentuan yalg berlaku;

a. Aviation ligJnt dipasang pad'a ketinggian menara setiatr>

kelipatan +t; m dan pada puncak rtlenara'

b.AviationolrstructionMarkingtlerupa.warnamerrara
merah putil'r, orange putih, ata*u warn i lairl yang menyala

keeuali kau/,asan ca;gar budaYa'

SetiapMenarawajibdltengkapidengranidentitas(nametag}
yang jelas mengenli spesifik'asi konstruksi bangunan menara

ffi; ?efiputi itl;" pemilik menara' Lokasi'Tinggi Menara'

Tahun PembuaLtan,/Pemasanga-n, pabirik pembuat dan beban

maksimum melrlara.

Menara Telekornunikasi dan penyiara'yang didirikan di atas

gedung harus rnemiliki akses yang mr'rdah dan memitki catu

I.y" yang terpisah dari catu daya gedung'

(3)

(4)

BAB VIII

PEI{GOII'ERASIAII DAI{ PEMT|LIIIARAAIf

Pasal 14

Untuk memonitor pengoperasian dan lrcmeliharaan, pengguna

Menara Telekomu.,itttf a"' Penyiaran- yajib memiiiki buku

laporan rutin p""iiop"t"*l"tt dan pemeliharaan yang memuat

informasi kondisi miena-ra'



tu

(3)

(2\

BAB I:K

PENGAWAS /ilItl DAt{ PENGEIIDAI,,'II'AI{ TEI(NIS

Pasal 15

Pelaksanaan pengawasan dan pengen'Calian t-*":=iibidang
telekomunikasi'* ln penyiaran d ilakuktr'n oleh Menterr'

Hasil pengawascrn dan pengendalian sr:b'gaimana dimaksud

il;,iv"t-trf dilzrporkan kepada Menteri'

Pengawasan dan pengend.alian untuk bidang-bidang diluar

telekomunikasi d#;""yiaran dilaksirnakan oleh instansi-

instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-

undangan Yang berlaku'

BAB X

PERIJINAN

Pasal 16

UntukpendirianMr:nara/TowerTelekomttnikasidanPenyiaran
wajib mendapa t iz;n"p^ii dengan persyaratan antara lain :

(1) Mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Inlbrmatika Kabupaten

Katingan;
(2) Harus mendapat persetujuan dari lingkungan / masyarakat
' dimana Menara'/Tower didirikan;

(3) Surat Pernyataan . 
da{.. Per':sa}raan apabila Bangunan

Menara /T"o,et tersebut dikawasan Perusahaan;

(4) -Harus mend'qpat persetujuan/Rekomendasi dari Camat

setemPat;

(5) CoPY Akta Nota.ris;

(6) Copy Skets/Gaiabar Bangunan Menara/Tower;

i7) CoPY KTP Yang masih berlaku'

BAB XI

ST.IR,UKTUR BESARNYA'TARIF

Pasal 17

(1) Retribusi Peq3;endalian Menara
' setiaP 1 (satu)'llahun sekali

0l Resarnva tzrrii Retribusi\-' 
ielekomunikasi sebagai berikut :

Tellekomunikasi diPungut

P{cngendalian Menara

TahunlMenar4-

- Ibukota
KabuPaten

- Luar lbukota
I(abupateq

Jenis I'ungutan

Rp.2.150'OOO,-

Rp.1.450-000,-

Menara
Telekomurnikasi
Seiuler diiatas
permukararr tanah

Rp.1.710-O0O'-

Rp.1.l10-OOO,

- Ibukota
KabuPaten

- Luar lbu.kota
KabuPatcn

2. iMenara
Telekomunikasi
Seluler clidirikan
diatas bztngunan



BAB XIT

]I(ETENTUAI{ PERATIIIAIT

Pasal 18

(1) Agar ketentuan yang diatur dalam F'eraturan ini berlaku bagi

Menara'lelekrrmunikasi yang didiril'can setelah Peraturan ini
ditetapkan.

t2) Izin Menara ]'elekcmunikasi yang s'udah ada tetap herlaku
sampai dengan izin dimaksud berakl:rir'

BAB XIII

KETENTUAT{ PEITUTUP

Peraturan ini mula.i berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap

orang mengetairtli, memenntahkarr ;rengundangan dengan
p..rJ^p^tnyu. drt,o Berita Daerah Kabupaten Katingan'

Ditetaphan di Kasongan
pada taiaggal $ 7'r-oPt=xo w 2Al2

BUPATI I{ATIIIGAN

\;
Yl,l,ut*Z---

DTIWEL RAIPI}YG

Diundangkan
pada tangga!

di Kasongan
$ AopvttDt*- 2OI2

BERITA DAERAH KABUPATEN KA.TINGAN TAHUN 2012 NOMOR : :}1

SEKRETARIS


